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GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MASA DARURAT CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Menimbang:

Mengingat:

[u—y

DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa perkembangan atau penyebaran Pandemi Corona
Virus Disease (COVID-19) mempengaruhi kegiatan
masyarakat dan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya
penurunan tingkat perekonomian masyarakat maka
Pemerintah Provinsi Riau perlu membantu meringankan
beban ekonomi masyarakat salah satunya melalui
pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan
Bermotor;

bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Status
Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di
Provinsi Riau Tahun 2020 melalui Keputusan Gubernur
Riau Nomor: Kpts. 596/111/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan
Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam
Akibat Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Riau
Tahun 2020 melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor:
Kpts. 705/IV/2020 tanggal 3 April 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak
Kendaraan Bermotor Dalam Masa Darurat Corona Virus
Disease (COVID-19} di Provinsi Riau;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor
75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049};
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 6};

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor: 13.A Tahun 2020 Tanggal 29 Februari
2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu
Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di
Indonesia;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau
Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor
15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor
15);



13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (Berita
Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN SANKSI

ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
MASA DARURAT CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI
PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

.

@A 8N

(1)

(2)

Daerah adalah Daerah Provinsi Riau;

Gubernur adalah Gubernur Riau;

Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya
yang berfungsi untuk mengubah motor atau peralatan lainnya, yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat
berat dan alat-alat besar yang dalam operasi menggunakan roda dan

motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air;

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang
memiliki izin angkutan umum barang dan/atau yang dimiliki oleh Badan
Hukum Indonesia yang bergerak dibidang Angkutan Umum Orang atau
Barang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji
kendaraan yang masih berlaku serta dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak
atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk
melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau
pemotong pajak tertentu;

Pasal 2

Pembebasan sanksi administrasi PKB berupa kenaikan Pajak dan/atau
Bunga Pajak;

Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak
pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 (duaj, Rodé 3 (tiga), Roda 4 (empat)
dan seterusnya termasuk Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dan
Angkutan Umum.



(3) Pembebasan sanksi administrasi PKB tidak diberikan kepada wajib pajak
pemilik Alat Besar/Alat Berat.

(4} Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan dengan ketentuan:

a. Pembebasan Sanksi Administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak
yang masa pajak kendaraannya jatuh tempo pada tanggal 17 Maret
2020 sampai dengan 29 Mei 2020;

b. Pembebasan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada
huruf a berlaku sampai dengan tanggal 15 Juni 2020; dan

c. Pembebasan sanksi administrasi PKB dikecualikan bagi wajib pajak
yang telah melakukan pelunasan pembayaran PKB sebelum Peraturan
Gubernur ini ditetapkan.

Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 April 2020

GUBERNUR RIAU,
ttd.
SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,
ttd.
YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR : 17

Disalinkan tanggal 4 Mei 2020
= Sﬂlman Sesuai Dengan Aslinya

Y YJARDHANI, SH. MH

Vem bina Tingkat I
19650823 199203 2 003
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